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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model investasi 
penanaman modal asing, Serta kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan 
pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. Peluang invetasi di Kabupaten 
Kolaka Utara sangat besar, yang ditandai dengan faktor-faktor sebagai berikut. 
Pertama, faktor Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang seharusnya mampu 
menjadi modal awal dalam proses pembangunan daerah. Hal ini pulalah yang 
menjadi kekuatan besar untuk kemudian melakukan percepatan pembangunan. Faktor 
kedua, pelayanan birokrasi “Satu Pintu” yang memudahkan investasi masuk dan 
melakukan proses kerjasama dengan pemerintah daerah. Ketiga, peluang 
pengembangan Community Development sebagai bagian dari pembangunan dan 
interaksi investasi terhadap masyarakat secara luas melalui berbagai bidang termasuk 
di bidang lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan, sekaligus bisa menjadi dasar dari 
dukungan masyarakat terhadap investasi asing di daerahnya. 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif analitik dengan studi kasus di Kabupaten Kolaka Utara. 
Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitan 
lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Adapun teori yang penulis gunakan adalah 
teori developmentalisme, konsep investasi asing dan konsep otonomi daerah. 
Hasil penelitian menemui adanya berbagai peluang, begitupula tantangan 
yang dihadapi dalam perkembangan investasi asing terhadap pengembangan 
pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. Invetasi Asing sebagai salah satu 
upaya untuk memajukan daerah sehingga hal ini layak dijaga. Untuk itu pemerintah 
sudah sepantasnya mengambil peran besar dan menjaga agar investasi betul-betul 
bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan pengembangan daerahnya, bukannnya 
berujung pada berbagai masalah yang sifatnya eksploitatif, seperti perusakan lahan, 
masyarakat dan bangsa Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Berakar pada pengaruh barat, wacana perkembangan mencerminkan hubungan 
kekuasaan yang tidak setara antara barat dan seluruh dunia, dimana pengetahuan 
barat mengemban, pendekatan terhadap pembangunan, dan konsepsi apa yang 
memerlukan pembangunan. Serta persepsi kemajuan, mengarahkan tentu saja untuk 
seluruh dunia. 
Meninjau teori pembangunan yang dipengaruhi oleh Ivan Illich dan kritikus 
lainnya kolonialisme dan post kolonialisme, sejumlah teori pasca-pembangunan 
seperti Arturo Escobar dan Gustavo Esteva telah menantang sangat arti 
pembangunan. Menurut mereka cara kita memahami perkembangan berakar pada 
wacana colonial sebelumnya yang menggambarkan utara sebagai “canggih” dan 
“progresif”, dan selatan sebagai “terbelakang”, “merosot”, dan “primitive”, mereka 
menunjukkan bahwa cara berpikir baru tentang pembangunan dimulai pada tahun 
1949 dengan deklarasi PRESIDEN AMERIKA SERIKAT HARRY TRUMAN. 
“imprealisme-eksploitasi untung asing laba-tidak memiliki tempat dalam rencana 
kami apa yang kita membayangkan adalah program pembangunan yang didasarkan 
pada konsep transaksi wajar demokratis” sementara mengklaim bahwa “era 
pembnagunan” mulai pada titik ini, teori pembangunan pasca tidak menyarankan 
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bahwa konsep pembangunan baru. Apa yang baru adalah defenisi pembangunan 
dalam hal melarikan diri dari keterbelakangan. Karena yang terakhir disebut dua-
pertiga dari dunia, ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat dibuat untuk melihat 
diri mereka sebagai telah jatuh kedalam kondisi tidak bermartabat dari 
“keterbelelakangan”, dan dengan demikian untuk melihat diluar budaya mereka 
sendiri untuk keselamatan pembangunan, menurut kritikus seakarang eufemisme 
untuk hegemoni Amerika pasca-perang, itu adalah cita-cita dan program 
pengembangan Amerika serikat dan (barat) sekutu Eropa yanag akan membentuk 
dasar dari pembangunan ditempat lain.1 
Sebagaimana dijelskan dalam AL-Qur’an (Surat An-Nahl ayat 97): 
 اُولِمَع يِذَّلا َضَْعب ْمُهَقيُِذيِل ِساَّنلا يِدَْيأ َْتبَسَك اَِمب ِرَْحبْلاَو ِ َربْلا ِيف ُداََسفْلا َرَهَظ
 َنُوعِجَْري ْمُهََّلعَل 
Terjemahannya: 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
Pada umumnya, negara berkembang diperhadapkan pada suatu kondisi yang 
inferior, baik ditinjau dari manusia maupun materialnya, seperti kemiskinan, 
produkktifitas yang rendah, sumber daya alam yang kurang terolah, sumber daya 
                                                          
1Https://en.wikipedia.org/wiki/Postdevelopment_theory#Post-development_theory. Terakhir 
diakses pada tanggal 19 Agustus 2016 
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manusia yang kurang terampil dan semuanya itu merupakan akumulasi dari sifat 
keterbelakangan dibandingkan dengan Negara negara maju. Inferioritas tersebut 
mengakibatkan sulitnya negara berkembang membangun perekonomiannya sehingga 
ketergantungan terhadap negara-negara maju akan semakin dibutuhkan. Tak dapat 
disangkal, bahwa pengaruh hubungan luar negeri, dalam hal ini kerjasama 
internasional, memberi andil yang begitu besar terhadap pembangunan ekonomi suatu 
negara.Dasar tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk terlibat 
dalam berbagai kerjasama internsional.Indonesia diperhadapkan pada keterbatasan 
modal, tekonologi, dan manejerial dalam pembangunan ekonominya2. 
Menurut W.W ROSTOW pembangunan ekonomi atau proses tranformasi suatu 
masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidi 
mensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi 
suatu Negara tetapi juga ditunjukan oleh peranan sector pertanian dan peranan sector 
industry, Menurut rostow pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses 
yang menyebabkan antara lain : 
• Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan social yang pada 
mulanya berorientasi kepada  suatu daerah menjadi berorientasi keluar. 
• Perubahan  pandangan masyarakat menganai jumlah anak dalam keluarga 
yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. 
                                                          
2 Https://en.wikipedia.org/wiki/Postdevelopment_theory#Post-development_theory. Terakhir 
diakses pada tanggal 19 Agustus 2016 
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• Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakuakn investasi 
yang tidak produktif (menumpuk  emas , membeli rumah dan sebagainya) 
menjadi investasi yang produktif. 
• Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi, merangsang 
pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan 
terhadap prestasi perorangan) 
Hal ini dijelaskan dalam proses pembangunan menurut W.W Rostow bisa dibedakan 
dalam 5 tahap, yaitu: 
1. Masyarakat tradisional 
2. Pra-kondisi tinggal landas 
3. Tinggal landas (lepas landas) 
4. Menuju kedewasaan 
5. Era konsumsi tinggi3. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan ingin mencoba 
untuk dapat membangun negaranya sendiri. Untuk mencapai keinginan tersebut, 
Indonesia perlu membuka diri dengan berhubungan dengan bangsa lain demi 
menunjang pembangunan bangsanya, terutama dalam ekonomi nasionalnya. Hal ini 
dapat dimaklumi, oleh karena Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang 
membangun, belum memiliki keseimbangan kemampuan antara tuntutan beban 
                                                          
3 Arif, Budiman. 2000. Teori pembangunan Dunia Keiga. Jakarta : Gramedia pustaka Utama. 
Hal 40 
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pembangunan dengan kemampuan finansialnya.Dengan kata lain, Indonesia yang 
memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk yang cukup banyak dituntut untuk 
memenuhi tuntutan pembangunan nasionalnya, tetapi di sisi lain, pemerintah 
Indonesia belum memiliki kemampuan modal yang memadai. 
Sebagaimana disebutkan dalam AL-Qur’an ( Surat Ar-rum ayat-41): 
 ْمُهَّنَيِزَْجَنلَو ًةَِب يَط ًةَايَح ُهََّنِييُْحنََلف ٌنِمْؤُم َُوهَو َىثُنأ َْوأ ٍرََكذ ن ِ م اًحِلاَص َلِمَع ْنَم 
 َنُولَمَْعي اُوناَكاَم ِنَسَْحِأب ْمُهَرَْجأ 
Terjemahannya: 
Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalamkeadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 
Adapun hadits yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi ialah: 
 َّللَايِضَرِما ََّوعْلاِنْب َ أْمُُكدََحَأذُْخأَيَْنََلَلاَقَمَّلَسَوِهْيََلعُهَّللاىَّلَص يِبَّنلاَْنعُهْنَعُه
 ََحُأنْبىََّلعُمَاَنثَّدَحَْنأْنِمٌرْيَخُهَهْجَوِهِبُهَّللاَّفُكََيَفعيِبَيٍَفبَطَحْنِماةَمْزَُحذُْخأَيَف اُلًبْح
 ََلأَْسيِرْيَب ُّزلاَْنعِهِيَبأَْنعٍماَشِهَْنٌعبْيَهُوَاَنثَّد َعِنُمَْمَأيِطُْعأَساَّنل (ىراخبلاهجرخأ) : 
Artinya : 
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Diberitakan kepada kami Mua’lla ibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, 
dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a, dari Nabi Saw. 
bersabda: “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) 
yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan 
menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu} karena Allah, daripada 
meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-Bukhari)”. 
Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan 
di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade 
pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, 
aman, adil, dan sejahtera.Kesemua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber 
daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang 
terjadi.Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan rumusan kerangka dasar dan arah 
serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan 
ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.Timbulnya keinginan untuk 
menarik investor, yang dimulai sejak jaman orde baru hingga sekarang.Tetapi pada 
pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang diawali dengn 
terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Defresiasi nilai 
tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut 
menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini. Salah satu cara untuk 
membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sedia 
kala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah mengundang masuknya investasi asing 
di Indonesia.Hal ini ditandai dengan adanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang 
penanaman modal asing yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU 
No.1 Tahun 1967. Dengan adanya Investasi Asing maka akan berpengaruh terhadap 
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APBN,karena ABPN menggambarkan sumber pendapat dan alokasi belanja negara , 
maka pinjamn dari modal asing akan berfungsi menambah sumber pembiayaan 
Negara untuk dijadikan sektor-sektor perekonomian negara agar dapat tumbuh dan 
berkembang secara maksimal, sehingga member kontribusi kepaada Negara mapun 
masyarakatnya melalui hasil-hasil pembangunan di bebagai sector dan daerah di 
Indonesia.4 
Penanaman modal asing atau biasa disebut dengan investasi sama halnya 
seperti pisau bermata dua yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat 
yang sangat besar akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan 
membawa dampak sebaliknya.Ada dua argument yang saling bertentangan dalam 
menganalisis penanaman modal asing sehingga terkadang kehadiran penanaman 
modal asing sering terjadi pendapat pro dan kontra mengenai peranannya dalam 
pembangunan.Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar 
dari analisi teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru memustkan 
perhatiannya pada berbagai determinan (factor-faktor penentu) pertumbuhan 
ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) 
merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi 
kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, 
dan keahlian manajerial yang terdapat di Negara penerimanya dengan tingkat 
persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan 
                                                          
4Anoraga Pandji.1994. Perusahaan Multi Nasional, Semarang : Pustaka Jaya 
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pembangunan. Sedangkan argument yang menentang penanaman modal asing 
mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan keyakinan akan pentingnya pengawasan 
nasional terhadap segenap aktivitas perekonomian domestik serta pada usaha 
mengurangi dominasi dari hubungan ketergantungan antara pemerintahan Negara-
negara Dunia Ketiga dengan perusahaan perusahaan multinasional yang sangat kuat 
tersebut. Mereka pada umumnya memandang perusahaan-perusahaan raksasa 
multinasional itu bukan sebagai agen perubahan ekonomi yang dibutuhkan 
masyarakat Negara-negara Dunia Ketiga, melainkan merupkan mesin-mesin yang 
bersifat anti pembangunan.Alasannya, perusahaan-perusahaan multinasional justru 
cenderung memperkuat struktur ekonomi yang dualistis dan memperburuk distribusi 
pendapatan. 
Pasca kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia mengalami kontraksi 
domestic.Semangat reformasi dan pembaharuan melahirkan koreksi menyeluruh 
terhadap system kenegaraan orde baru yang bersifat otoriter dan represif.Berbagai 
aturan dan formulasi ditawarkan dalam membenahi ketimpangan-ketinpangan yang 
terjadi selama 32 tahun. Salah satunya adalah diundangkannya Undang-undang 
Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi 
daerah untuk mengembalikan smangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang 
telah meetakkan dasar-dasar system hubungan pusat dan daerah denagn prinsip-
prinsip desentralisasi, dekonstrasi dan tujuan pembantuan yang di masa orde baru 
terbaikan implementasinya. Namun dalam kurung waktu lima tahun diundangkannya, 
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undang undang ini dinilai tidak efektif sehingga memaksa penggodokan ulang 
terhadap undang-undang ini dan akhirnya melahirkan undang-undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah.5Undang-undang ini kemudian menjadi dasar 
hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengedepankan asas 
desentralisasi. Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengrus rumah tangga 
mereka sendiri yang didelegasikan dari pemerintah pusat .Dengan adanya 
kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri, maka setiap daerah berhak untuk 
merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya 
masing-masing.Setiap daerah dapat membuat inovasi atau melakukan terobosan-
terobosan tertentu dalam rangka mempercepat peningkatakan kesejahteraan 
rakyatnya.Masing-masing daerah mengatur arah pembiayaan dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan sekaligus mempertanggungjawabkan hasil 
penyelenggaraan tersebut kepada masyarakat di daerah tersebut.Kabupaten Kolaka 
Utara sebagai daerah otonom berupaya untuk membangun daerahnya dengan 
mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kolaka 
Utara. Hal ini ditandai dengan ada masuknya beberapa investor asing yang 
menanamkan modalnya di Kabupaten Kolaka Utara melalui beberapa sector 
contohnya di sector pertambangan yaitu investasi smelter pengolahan biji nikel yang 
dilakukan oleh perusahaan multikoorporasi seperti: PT Vale Indonesia ,PT Masalle 
Group, PT Rama, CV Putra, CV Hidayat, dan lainlain. Dengan masuknya investasi di 
Kabupaten Kolaka Utara diharapkan ini membawa dampak positif bagi pembangunan 
                                                          
5Anoraga Pandji.1994. Perusahaan Multi Nasional, Semarang : Pustaka Jaya 
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di Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Kolaka Utara. Tentunya dalam setiap pembangunan akan membawa beberapa 
dampak perubahan pada daerah yang dicanangkan pembangunan melalui investasi 
sehingga pemerintah hendaknya mampu menjadi pengendali dari arus investasi 
tersebut agar dampak positif dari investasi mampu dirasakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat serta mampu menularkan trend positif tersebut hingga ke lapisan sektor 
ekonomi lainnya dan mampu menekan dampak negative dengan perencanaan 
penanggulangan yang matang. Hal ini tertuang dalam UU No.25 pasal 27 ayat 1 
tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal yang berbunyi 
:“Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal,baik antarinstansi 
pemerintah,antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia,antara instansi 
Pemrintah dengan instansi daerah, maupun antar pemerintah daerah” serta pasal 30 
ayat 2 tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang berbunyi : 
“Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi 
kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi 
urusan Pemerintah”.  
Melalui representasi 2 pasal diatas dengan mempertimbangkan pemerintah 
daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya 
seperti yang termaktub dalam undang undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004, 
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posisi straegis pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam arus penanaman modal 
asing menuntut perencanaan serta analisis yang matang dari berbagai sektor6. 
Penanaman modal asing ke daerah kabupaten atau kota bukanlah menjadi hal 
baru di Indonesia, sehingga bagaimana investasi berjalan serta dampaknya dapat 
dilihat dari beberapa daerah yang telah terlebih dahulu bersentuhan dengan modal 
asing semisal pertambangan batu bara di Kutai Kartenegara membawa dampak positif 
terhadap perekonomian di sekitar perusahaan tambang, yaitu meningkatkan pendapat 
per bulan, memberikan peluang kerja dan usaha sehingga dapat memperbaiki 
ekonomi masyarakat. Di sisi lain kegeiatan pertambangan batu bara juga membawa 
dampak yang negative dan positif terhadap kondisi sosial masyrakat di sekitar 
perusahaan pertambangan.Dampak negatifnya adalah kehadiran perusahaan tambang 
meningkatkan konflik antara masyarkat dan perusahaan yang dipicu oleh masalah 
limbah, penerimaan tenaga kerja, maslah tumpang tindih lahan, dan tidak optimalnya 
perusahaan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, 
keberadaan perusahaan batu bara memberikan dampak terhadap menurunnya aktifitas 
masyarakat terhadap keiikutsertaan dalam kegiataan gotong royong terutama kerja 
bakti dan kegiatan keagamaan, tetapi memberikan dampak positif terhadap 
kepedulian bantuan dana untuk kegiata-kegiatan social. Selain itu yang tak kalah 
menarik perhatian yaitu PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang 
terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 
                                                          
6 Naskah.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
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1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan 
masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun 
kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Berkaca dari beberapa kondisi diatas, 
dan jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan kondisi bahwa ternyata penanaman 
modal asing bukanlah sebuah janji muluk tanpa resiko terhadap kemandirian sebuah 
daerah otonom maka perlu adanya telaah yang lebih mendalam tentang penanaman 
modal asing di Kabupaten Kolaka Utara guna meminimalisir dampak yang tidak 
diharapkan dalam pencapaian tujuan bernegara serta secara langsung akan 
meningkatkan potensi keberhasilan pemerintah kabupaten dalam mensejahterakan 
masyarakatnya melalui penanaman modal asing.7 
B. Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokokbahasan dalam 
Skripsi ini adalah pengaruh penanaman modal asingterhadap beberapa sector 
potensial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. 
Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana model investasi penanaman modal asing di Kabupaten Kolaka 
Utara? 
                                                          
7Daeng Salamuddin. 2008. Makro Ekonomi Minus (sebuah tinjauan kritis penanaman modal 
di Indonesia), Jakarta: Institute for Global Justice. 
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2. Bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap para investor asing terhadap 
pengembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Utara? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain : 
a. Bagaimana model investasi penanaman modal asing di Kabupaten 
Kolaka Utara? 
b. Bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap para investor asing 
terhadap pengembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka 
Utara? 
2. Kegunaan Penelitian 
Apabila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini di 
harapkan berguna sebagai : 
a. Sebagai bahan informasi dan menjadi bahan pertimbangan, dalam 
pengambilan kebijakan dan keputusan dibidang pembangunan 
perekonomian dan pengembangan wilayah,baik ditingkat pusatmaupun 
di tingkat daerah. 
b. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti yang hendak mengadakan 
penelitian tentang objek yang sama dan relevan. 
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D. Tinjauan Pustaka 
“ANALISIS PERKEMBANGAN INEVESTASI ASING DI INDONESIA” Oleh 
AGUSLAH HADI, Skripsi yang berjudul “Analisis Perkembangan Investasi Asing di 
Indonesia Periode 1987-2003”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (investasi asing) dan variabel 
independen (tingkat suku bunga deposito berjangka Rp bank pemerintah per 12 
bulan, inflasi, ekspor, dan nilai tukar). Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI). Permasalahannya adalah apakah keempat 
variabel independen tersebut berpengaruh terhadap investasi, di mana jika 
berpengaruh seberapa besar pengaruhnya, baik itu berpengaruh positif atau pun 
negatif terhadap investasi asing.  
Metode analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara anlisis statistik 
(uji hipotesis) dan analisis ekonometrika (uji penyimpangan asumsi klasik) dengan 
menggunakan analisis regresi metode kuadrat terkecil /  Least Squared Method  
(Ordinary Least Square /OLS). Data tersebut diolah dengan menggunakan E-VIEWS, 
yaitu program software komputer aplikasi statistik. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah tingkat suku bunga deposito berjangka Rp bank pemerintah per 12 bulan dan 
inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi asing, sedangkan ekspor berpengaruh 
positif, dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi asing. Untuk pengujian 
asumsi klasik ternyata pada model regresi ini tidak terdapat penyimpangan asumsi 
klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi).  
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari keempat variabel independen hanya 
dua variabel yang sesuai dengan hipotesis, yaitu ekspor dan nilai tukar. Hal ini di 
karenakan bahwa banyak faktor di luar penelitian yang mampu mempengaruhi 
investasi asing. 
“ANALISIS KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING” Oleh ANUGRAH 
RACHMAT, Skripsi dengan  judul “ Analisis  Kebijakan Penanaman Modal Asing di 
Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan model invetasi 
penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. 
Teknnik analisis yang  di pakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan  
dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, 
wawancara dan penelusuran data secara online.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di  
Kabupaten Bantaeng yaitu penamanan modal langsung dengan kerja sama Joint 
Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. 
Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini 
yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector  ketenaga 
kerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi 
masyarakat Kabupaten Bantaeng. 
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 “PENGAMBILAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI” Oleh NOOR 
ASHIKIN, Jurnal dengan judul “Pengambilan Tanah Bagi Pembangunan Ekonomi” 
Perubahan dan kepesatan ekonomi telah menimbulkan banyak peluang-peluang 
perniagaan yang baru. Kesan dari kepesatan tersebut, banyak tanah-tanah milik 
individu diambil bagi tujuan pembangunan ekonomi seperti mendirikan kompleks 
perniagaan, stadium, stesyen janakuasa dan juga lebuhraya. Akta Pengambilan Tanah 
1960 adalah merupakan  satu set undang-undang yang digubal khas untuk mengambil 
balik tanah milik individu bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Namun begitu 
peruntukan Akta yang longgar menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat 
di mana ianya dikatakan hanya memberi manfaat kepada segelintir pihak sahaja dan 
bukannya untuk menjaga kepentingan rakyat secara keseluruhannya. Isu kelemahan 
sistem pentadbiran, isu pampasan, isu tanah tidak digunakan atau ditarik balik, isu 
pengambilan tanah adat serta rezab Indonesia, dan isu penukaran hak milik secara 
frod adalah antara punca ketidakpuasan hati rakyat. Artikel ini dibuat bagi 
menganalisa isu-isu tersebut dan seterusnya mencadangkan jalan penyelesaian yang 
dipikirkan sesuai bagi menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat.  
“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAM MODAL ASING 
BERINVESTASI DI INDONESIA” Oleh ELYANI, Jurnal dengan judul “ Faktor Yang 
Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Berinvestasi di Indonesia”. Sebagai satu hal 
yang pasti bahwa tranformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan 
bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global, tentunya harus 
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disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang 
investor asing. Kehadiran investor asing dalam suatu negara yang berdaulat memang 
dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pendapat 
tersebut antara lain ada yang mengemukakan, kehadiran investor asing dapat 
mengancam industri dalam negeri sendiri dan bahkan mungkin mengancam 
kedaulatan negara. Permasalahan semacam ini, bukannya tidak disadari oleh negara 
penerima modal (host country). 
Oleh karena itu, terbukannya hubungan antara satu negara dengan Negara 
lainnya, terlebih lagi bagi negara-negara yang selama ini menutup diri dengan dunia 
luar, mulai membuka diri.Hal ini berarti peluang untuk berinvestasi cukup luas. 
Negara penerima modal pun menyadari bahwa implikasi yang akan muncul dengan 
kehadiran investor asing di negaranya suatu hal yang sulit dihindari. Dalam hal inilah 
dibutuhkan ledership yang kuat dari penyelenggaraan negara, sebab negara 
membutuhkan modal dalam membangun berbagai sektor. Modal yang dimaksud 
disini, tidak semata-mata berupa dana segar (fres money), akan tetapi akan tetapi 
meliputi teknologi (technology), keterampilan (skill), serta sumber daya manusia 
(human resource). 
“PROSVEK INVESTASI ASING TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA” Oleh HERWIN HAWALUDDIN, Skripsi dengan 
judul “ Prosvek Investasi Asing Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek, dalam hal ini 
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peluang dan tantangan yang ada dengan berkembangnya investasi asing terhadap 
pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian 
deskriptif analitik dengan studi kasus di Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitan lapangan, wawancara, dan 
studi pustaka. Untuk pembahasan masalah, penulis menggunakan teknik penulisan 
induktif. 
Hasil penelitian menggambarkan berbagai peluang, begitupula tantangan yang 
dihadapi dalam perkembangan investasi asing terhadap pembangunan daerah di 
Kabupaten Kolaka Utara.  
Peluang invetasi di Kabupaten Kolaka Utara sangat besar, yang ditandai 
dengan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, faktor Sumber Daya Alam (SDA) 
yang melimpah yang seharusnya mampu menjadi modal awal dalam proses 
pembangunan daerah. Hal ini pulalah yang menjadi kekuatan besar untuk kemudian 
melakukan percepatan pembangunan. Faktor kedua, pelayanan birokrasi “Satu Pintu” 
yang memudahkan investasi masuk dan melakukan proses kerjasama dengan 
pemerintah daerah. Ketiga, peluang pengembangan Community Development sebagai 
bagian dari pembangunan dan interaksi invetasi terhadap masyarakat secara luas 
melalui berbagai bidang termasuk di bidang lapangan kerja, pendidikan dan 
kesehatan, sekaligus bisa menjadi dasar dari dukungan masyarakat terhadap investasi 
asing di daerahnya. 
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Di samping peluang, adapula tantangan besar yang sedang dihadapi dalam 
proses berkembangnya investasi asing terhadap pembangunan daerah di Kabupaten 
Kolaka Utara. Di antaranya adalah faktor infrastruktur yang belum memadai, 
khususnya masalah listrik dan akses jalan raya. Selanjutnya adalah masalah regulasi 
yang mengatur investasi asing di daerah Kolaka Utara yang masih belum sepenuhnya 
rampung. Begitupula dengan tumpang tindih lahan pembangunan juga menjadi 
masalah yang disertai dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi 
di daerahnya. Hal mana yang bisa saja mengurangi dukungan masyarakat terhadap 
invetasi di suatu daerah jika tidak segera diatasi. 
Invetasi Asing sebagai salah satu upaya untuk memajukan daerah sehingga 
hal ini layak dijaga. Untuk itu pemerintah sudah sepantasnya mengambil peran besar 
dan menjaga agar investasi betul-betul bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan 
pengembangan daerahnya, bukannnya berujung pada berbagai masalah yang sifatnya 
eksploitatif, seperti perusakan lahan, masyarakat dan bangsa Indonesia. 
“ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), 
PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENGELUARAN PEMERINTAH DAN 
TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI” Oleh WIHDA, Untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok 
modal. Investasi dapat dilakukan oleh swasta berupa investasi Penananam Modal 
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) lalu pengeluaran 
pemerintah berupa belanja modal, belanja barang dan jasa atau kerjasama antara 
pemerintah dan swasta. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai 
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penggerak dan pelaksana daripada pembangunan di suatu daerah.Dengan demikian 
tingkat investasi baik PMDN dan PMA, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja 
diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
• Perbedaan penelitian penulis dengan yang diatas 
Adapun perbedaan penelitian penulis dengan beberapa tinjauan pustaka dalam 
bentuk skripsi, jurnal dan sebagainya yang diatas adalah cara penyajian penulis dalam 
menyajikan hasil penelitian penulis. Meskipun penulis sadari bahwa setiap penulisan 
itu pasti mempunyai kesamaan, tetapi tidak semua apa yang telah dituliskan diatas itu 
menjelaskan apa yang telah menjadi hasil penelitian penulis sehingga itulah yang 
menjadi perbedaan antara apa yang menjadi temuan penulis dengan tinjauan pustaka 
penulis, Hal ini juga sebagai pelengkap bagi skripsi atau jurnal yang meneliti tentang 
investasi asing sebelumnya sehingga mampu menjadi bahan refrensi. 
E. Teori dan Kerangka Konseptual 
1. Teori Developmentalisme 
Dalam teori Developmentalisme terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak 
terlepas dari peranan sektor-sektor yang ada dalam suatu perekonomian. Untuk 
melihat sektor-sektor yang memberikan peran utama bagi perkembangan 
perekonomian daerah, Menurut Richardson (2001) dan Glasson (1997), salah satu 
cara atau pendekatan model ekonomi regional adalah analisis basis ekonomi 
(economic base), model ini dapat menjelaskan struktur ekonomi daerah atas dua 
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sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Model economic base menekankan pada 
ekspansi ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah.Simon Kuznets 
dalam Sukirno, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan 
kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi 
penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, 
kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995).Peroux 
dalam Arsyad, mengemukakan sebuah teori Pusat Pertumbuhan (Pole Growth) 
merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri 
daerah yang banyak terpakai diberbagai Negara dewasa ini.Pertumbuhan tidak 
muncul di berbagai daerah ada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di 
beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.Inti 
dari teori ini adalah adanya industri unggulan yang merupakan penggerak dalam 
pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya timbul daerah yang relatif maju akan 
mempengaruhi daerah daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1999).8 
2. Konsep Investasi Asing (Forein Ivestment) 
Investasi asing merupakan kegiatan untuk upaya mentransformasikansumber 
daya potensial menjadi salah satu kekuatan ekonomi riil.Sumber dayayang dimaksud 
adalah sumber daya daerah yang diolah dan di mamfaatkanuntuk meningkatkan 
kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata.Istilah penanman modal 
                                                          
8Arsyad, 1999.Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, edisi pertama, 
BPFE, Yogyakarta. 
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sebenarnya terjemahan bahasa asing yaitu :Investment Peranan modal asing atau 
investasi asing, seringkali dipergunakan dalam artianyang berbeda beda. Perbedaan 
penggunaan istilah investasi terletak padacakupan dari makna yang 
dimaksudkan.Berikut beberapa defenisi yangdikemukakan beberapa ahli yang 
masing-masing sangat diwarnai olehprespektifnya. “pengertian penanaman modal di 
dalam undang-undang hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang 
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang 
digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik 
modal secara langsung menanggung resiko penanaman modal tersebut.” 
Kesimpulan dari devenisi Direct Investasi yaitu berupa penanaman modal atau 
investor diberikan keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dari 
perusaahan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal 
mempunyai pengesahaan atas modal. Jadi bahwa penanaman modal langsung itu 
artinya digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. 
Investasi asing (Foreign Investment ) dibagi kedalam dua komponen,pertama; 
Investasi langsung (Direct Investment) yang melalui para investor berpartisipasi 
dalam manajemen perusahaan untuk meperoleh imbalan manajemen perusahaan 
untuk memperoleh imbalan dari modal yang mereka tanamkan. Kedua ; investasi 
portofolio (Portofolio Investment), yakni pembelian saham dan obligasi yang semata-
mata tujuannya untuk meregug hasil dari dana yang ditanamkan. Investasi langsung 
yang melalui para investor berpartisipasi dalam manajemen perusahaan untuk 
23 
 
23 
 
memperoleh imbalan dari modal yang mereka tanamkan. Investasi asing langsung 
(FDI) adalah kepemilikan dan kendali asset asing. Dalam prakteknya, FDI biasanya 
melibatkan kepemilikan, sebagian atau keseluruhannya perusahaan di sebuah negara 
asing.   
Investasi asing yang langsung juga terjadi di mana aliansi strategi membuat 
berbagai sasaran tertentu tidak dapat diraih. Adakalanya perusahaan tidak dalam 
posisi mengendalikan penggunaan dan eksplotasi teknologi mereka melalui usaha 
patungan atau lisensi, perusahaan yang keunggulan kompetitifnya tergantung pada 
hak paten dan bentuk-bentuk proteksi serupa termasuk dalam kategori ini. Investasi 
asing langsung dapat memberikan peluang pendayagunaan yang lebih efisien. 
Kecendrungan semakin terbentuknya Indonesia terhadap investasi langsung selama 
ini, mencerminkan pragmatisme yang mewarnai arah pembangunan perekonomian 
kita, ketika dihadapkan pada pemilihan antara hutang luar negeri atau investasi asing, 
adalah lebih rasional untuk memilih investasi asing, terutama atas dasar lebih rendah 
tingkat resiko. Investasi asing langsung sifatnya permanen atau jangka panjang, juga 
memberi andil terhadap alih tekhnologi, alih keterampilan manajemen dan membuka 
lapangan kerjabaru. Dibandingkan dengan investasi portofolio yang melalui bursa 
efek dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. 
Investasi asing langsung memiliki beberapa kelebihan antara lain, pertama; 
investasi asing langsung lebih memberikan rasa aman bagi tuanrumah (Host Country) 
dari resiko-resiko yang terjadi akibat perkembangan perekonomian kontemporer yang 
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seringkali dramatis, terutama akibat perubahan apresiasi mata uang. Kedua; investasi 
asing langsung dapat mengarahkan tenaga kerja, modal, dan tekhnologi dengan cara 
dan tindakan yang dapat disaingi oleh bentuk operasi lainnya. Tetapi investasi asing 
langsung bukanlah satu-satunya faktor yang mentransformasikan hubungan ekonomi 
seluruh dunia.Investasi portofolio juga secara aktif menghubungkan ekonomi ke 
berbagai negara dan juga tumbuh dengan cepat. Bahkan dalam pengertian dollar, arus 
investasi portifolio, yaitu perpindahan uang secara internasional untuk mencari 
keuntungan besar dalam pasar mata uang dan pasar finansial, jauh melampaui 
investasi asing langsung.9 
Investasi Asing portofolio (Foreign Portofolio Investment,FPI) adalahinvestasi 
oleh individu, perusahaan atau badan hukum (misalnya pemeritahlokal dan nasional 
dalam berbagai instrumen finansial asing (umpamanyaobligasi pemerintah, saham 
asing) FPI tidak melibatkan pengendalian kepemilikan perusahaan dalam entitas 
bisnis asing. Perlu ditarik garis perbedaan antara investasi portofolio dan investasi 
asing langsung.FPImengacu kepada pembelian saham di dalam perusahaan, biasanya 
melalui bursa efek, dangan tujuan mendapatkan hasil imbalan dari dana yang 
ditanamkan. FPI merupakan perhatian utama bagi komunitas financial internasional, 
pasar internasional.Di lain pihak melakukan investasi langsung juga guna 
menciptakan atau memperluas kepemilikan permanen (permanent invterest) dalam 
sebuah perusahan. Investasi asing langsung juga merujuk pada partisipasi manajemen 
                                                          
9 Kuntjoro Jakti, Ekonomi Politik di AsiaPasifik, Jakarta, Erlangga,1995, hal - 128. 
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dan juga pengendalian yang efektif. Yang lebih penting adalah transfer tekhnologi, 
keahlian manajemen, proses produksi, perbaikandan pemasaran, serta sumber daya 
lainnya. Perbedaan koseptual antara investasi asing langsung dengan investasi 
portofolio adalah bahwa FDI membutuhkan kendali oleh pemodal sedangkan FPI 
adalah pasif tidak membutuhkan upaya manajemen oleh investor.10 
3. Konsep Otonomi Daerah 
Secara formal, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan 
pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).11 
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegationof 
authority. Dengan demikian, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu, semua 
beralih kepada penerima delegasi. Berbeda ketika pelimpahan wewenang secara 
mandatum, pemberi mandat atau mandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. 
                                                          
10 Henri Simamora, ManajemenPemasaran Internasional, Jakarta, Salemba Empat, 2000, hal 
421- 423. 
11Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan, bahwasanya urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama. 
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Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator. Sebagai konsekuensinya 
bahwasanya pemerintah pusat kehilangan kewenangan dimaksud. Semua beralih 
menjadi tanggung jawab daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. 
Walaupun demikian, menurut Devas (1997), pengertian dan penafsiran terhadap 
desentralisasi ternyata sangat beragam, dan pendekatan terhadap desentralisasipun 
sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Tetapi,secara umum 
definisi dan ruang lingkup desentralisasi selama ini banyak diacu adalah pendapat 
Rondinelli dan Bank Dunia (1999), bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan 
dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupunkepada swasta. Sebagai 
pembanding, baik juga mengacu pendapat Turner dan Hulme (1997) yang 
berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah Negara mencakup pelimpahan 
kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari 
pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga 
pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani. 
Desentralisasi merupakan alat mencapai tujuan pemberian pelayanan public 
yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih 
demokratis. 
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Menurut Suwandi (2005), filosofi dari otonomi daerah adalah eksistensi 
pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis, setiap 
kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan 
demokrasi, kesejahteraan dicapai melalui pelayanan public, pelayanan pubik dapat 
bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan. 
Tujuan Desentralisasi terdapat 3 (tiga) tujuan desentralisasi, yaitu (1) tujuan 
politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik 
berbasis pada kedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah, 
dan legislative secara langsung oleh rakyat; (2) tujuan administrasi, agar 
pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD 
dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E yakni efektifitas, 
efisiensi, equity  (kesetaraan), dan ekonomi; (3) tujuan sosial ekonomi, mewujudkan 
pendayagunaan modal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar 
tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas.12 
F. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitik yang 
bersifat studi kasus dimana penulis menggambarkan tentang Bagaimana model 
investasi penanaman modal asing di Kabupaten Kolaka Utara dan Bagaimana bentuk 
                                                          
12Kemitraan bagi Pembaruan TataPemerintahan,  2010. 
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perhatian pemerintah terhadap para investor asing terhadap pengembangan 
pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten 
Kolaka Utara. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah : 
a. Telaah Pustaka 
Dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, 
dokumen, buletin atau brosur, majalah dan surat kabar ataupun laporan-
laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  
b. Penelitian Lapang  
Pada penelitian lapang ini, penulis akan mendatangi kantor Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara serta instansi yang terkait. 
c. Wawancara 
Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan mendapatkan 
informasi yang lebih jelas dan mendalam, karena dalam mengumpulkan 
informasi dari responden, peneliti mewawancarai secara langsung 
dengan menggunakan metode pedoman wawancara. 
4. Jenis Data 
29 
 
29 
 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. 
Data Primer merupakan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan 
para informan dan narasumber,  yang meliputi data tentang :  
a. Sinkronitas Otonomi Daerah   dan Investasi Asing Kabupaten Kolaka 
Utara. 
b. Bagaimana model investasi penanaman modal asing di Kabupaten 
Kolaka Utara dan Bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap 
para investor asing terhadap pengembangan pembangunan daerah di 
Kabupaten Kolaka Utara. 
Sedangkan Data Sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:  
a. Pendapatan regional perkapita Kabupaten Kolaka Utara. 
b. Konstribusi investasi asing terhadap pembangunan  daerah Kabupaten 
Kolaka Utara. 
c. Serta data lain yang diperoleh lewat dokumen-dokumen atau instansi 
lain yang terkait langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek 
utama penelitian kami. 
5. Teknik Analisa Data 
Dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif 
yakni penulis terlebih dahulu mengoleksi data, kemudian melakukan pengkajian data 
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dan melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.Setelah melakukan penarikan 
kesimpulan maka data disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis.Teknik 
ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data 
diperoleh. Serta hasil penelitian baik dari hasil study lapangan maupun study 
literature untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
1. Wilayah Kabupaten Kolaka Utara 
Kolaka Utara adalah salah satu dan 12 kabupaten dan kota dalam Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Gerbang Utara Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Melalui Kabupaten Kolaka Utara kita dapat mengakses Provinsi Sulawesi 
Selatan baik melalui jalan darat maupun penyeberangan laut. Kedudukannya yang 
berhubungan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai sentral 
pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia merupakan posisi yang sangat 
strategis, diharapkan dapat memiliki spread effect (daya sebar) yang tinggi dalam 
upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan beradab.  
Daerah ini, memiliki posisi yang sangat menguntungkan dalam berbagai 
kegiatan ekonomi, terutama sektor pentanian dalam arti luas, pertambangan, 
perikanan dan kelautan baik bila ditinjau dan kondisi geografis, topografi, geologi, 
hidrologi, oceanografi, iklim begitu pula dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya 
masyarakat lokal. Dengan kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan Kolaka 
Utara daerah   yang maju dan mandiri melalui berbagai upaya percepatan 
pembangunan, dengan menempatkan pembangunan ekonomi sebaga leading sektor . 
Mengacu pada kondisi potensi ekonomi lokal dan situasi perekonomian secara 
global, maka oleh Drs. H. Kamaruddin, MBA, MM mantan pelaksana Bupati Kolaka 
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Utara telah memulai pembangunan Ekonomi dengan konsep tri pilar pembangunan, 
yakni pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai pilar pertama, pembangunan 
perikanan dan kelautan sebagai pilar ke dua pembangunan dalam bidang 
pertambangan sebagai pilar ke tiga. Sejak masa kepemimpinan Bapak Rusda 
Mahmud dan Ibu Hj. Suhariah  konsep ini lebih dipertajam kedalam visi 
pembangunan daerah, yakni: “Terwujudnya masyarakat daerah Kabupaten Kolaka 
Utara yang damai demokratis, berkeadilan sosial, berdaya saing, maju dan sejahtera, 
dalam bingkai Otonomi Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia daerah 
yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tahah air, 
berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta 
memiliki etos kerja tinggi dan berdisiplin”. yang dapat definisikan sebagai berikut : 
1. Masyarakat Kolaka Utara yang demokratis dimaksudkan untuk mewujudkan 
pelaksanaan pembangunan. bahwa semua proses pengambilan keputusan 
didasarkan pada demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan 
mufakat yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu 
demokratis juga dimaksudkan terjalinnya hubungan yang baik antara 
eksekutif dan legislatif serta masyarakat, sehingga roda pembangunan berjalan 
lancar sebagaimana yang disepakati oleh para pihak.  
2. Masyarakat Kolaka Utara yang berkeadilan sosial, dimaksudkan untuk 
mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati 
oleh masyarakat secara merata dan adil sesuai dengan kontribusi masing-
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masing masyarakat dalam pembangunan. Pada sisi lain keadilan sosial juga 
dimaksudkan bahwa sistem perekonomian yang diterapkan adalah berpihak 
kepada yang lemah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pelaku 
ekonomi kuat dan menengah dengan pelaku ekonomi mikro dan kecil, 
termasuk didalamnya koperasi.  
3. Masyarakat Kolaka Utara yang berdaya saing, dimaksudkan untuk 
mewujudkan kondisi masyarakat yang berkualitas mampu menghasilkan 
produksi dalam bentuk barang dan jasa yang dapat bersaing dalam era 
transparansi dan pasar global.  
Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi 
Sulawesi Tenggara, dengan Ibukota Kabupaten Lasusua. Kabupaten ini merupakan 
hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dengan UU Nomor 29 tahun 
2003 tanggal 18 Desember 2003. 
Jumlah penduduk dari hasil registrasi akhir tahun 2010 yaitu sebesar 113.317 
jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 57.438 jiwa atau 50.69% dan perempuan 
sebesar 56.879 jiwa atau 49.31%. Sumber pendapatan utama kabupaten ini adalah 
perkebunan kakao, kelapa dan cengkeh.Sekitar 80% penduduk kabupaten ini 
bergantung pada perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Pesatnya pembangunan disegala bidang yang yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara telah dapat menjangkau seluruh pelosok pedesaan.Hal ini 
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ditandai dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Kolaka Utara hingga ke pelosok pedesaan.Indikator pertumbuhan ini dilihat dengan 
semakin tingginya harapan kebutuhan hidup masyarakat yang ditandai dengan 
semakin tingginya angka imigrasi penduduk ke Kabupaten Kolaka Utara. Sungguh 
pun demikian pergerakan perekonomian masyarakat kolaka utara sangat dinamis dan 
pluktuatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perkebunan kakao yang semakin 
memburuk pada satu sisi dan terbukanya berbagai lapangan kerja pada sisi lain. 
Terjadinya pertumbuhan yang sangat berpluktuasi ini dapat diartikan bahwa 
pertumbuhan lapangan kerja yang terjadi bukan pada sektor formal, melainkan sektor 
non formal.Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih statis, maka ekonomi 
sektor formal perlu didorong.Karena itu kebijakan pemerintah dalam hal ini 
diarahkan untuk mendorong tumbuhnya sektor industri khususnya industri 
pendukung sektor pertanian dan industri pengelolaan tambang. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka Utara atas dasar 
harga konstan 2000 pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 653.102,42 juta dan 
bilamana dibandingkan dengan angka PDRB Provinsi Sultra pada tahun yang sama 
dengan jumlah sebesar Rp. 8.026.856,22 juta sehingga menunjukan bahwa peranan 
Kabupaten Kolaka Utara terhadap Provinsi Sultra sebesar 8,14 %. Berdasarkan harga 
berlaku PDRB perkapita Kabupaten Kolaka Utara tahun 2004 Rp. 9.398.723,48 
meningkat menjadi Rp. 10.462.021,81 tahun 2005 atau terjadi peningkatan sebesar 
11.31% . 
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1. Kondisi Geografis 
Kabupaten Kolaka membentang dari utara ke selatan pada bujur 120o45’00” 
sampai 120o30’13” BT dan lintang 02o00’00” sampai 03o30’00” Litang Selatan 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara  : Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Sebelah Timur  : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 
3. Sebelah Selatan  : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tengara 
4. Sebelah Barat  : Teluk Bone 
Daerah   ini terdiri wilayah daratan seluas ± 3.391,62 km2, disertai pulau-pulau 
kecil dengan pemandangan yang indah. Selain itu, juga memiliki wilayah perairan 
laut membentang sepanjang Teluk Bone, seluas  ± 12.376 km2. Kabupaten Kolaka 
Utara terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan  dan 132 desa. 
2. Kondisi Ekonomi 
Secara statistik Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka 
Utara menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam 
pembiayaan pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian kebijakan-kebijakan 
ditingkat pusat, terutama kebijakan alokasi dana ke daerah akan sangat 
mempengaruhi perencanaan pembangunan di daerah. Memperhatikan kondisi 
pertumbuhan ekonomi makro pada pertengahan tahun 2008, baik dalam skala 
nasional maupun lokal  yang cenderung mengalami stagnasi akibat fluktuasi harga 
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BBM dan timbulnya berbagai bencana, baik yang terjadi karena gejala alam maupun 
oleh humanerror, yang secara global akan mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan 
ekonomi makro pada tahun 2009. Kondisi seperti ini akan sangat mempengaruhi 
target penerimaan daerah, dimana struktur penerimaan daerah Kolaka Utara dalam 
lima tahun terakhir masih sangat ditentukan oleh kucuran dana dari pemerintah pusat, 
baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)  
maupun Dana Bagi Hasil. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi lokal  sangat 
ditentukan oleh aktivitas perekonomian masyarakat lokal. Pesatnya pembangunan 
fisik dan prasarana wilayah dalam beberapa tahun terakhir, cukup memberikan 
sentimen positif atas pertumbuhan sektor jasa dan konstruksi. Hal ini sangat 
signifikan telah berhasil menggenjot pertumbuhan usaha perdagangan dan beberapa 
sektor  ekonomi rill lainnya. 
Sejak tahun 2008 yang lalu, Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk tidak 
lagi menganut prinsip hold harmless dalam kebijakan pengalikasian anggaran kepada 
setiap daerah  . Jika sebelumnya asumsi terdapat jumlah besaran Dana Alokasi Umum 
untuk setiap daerah minimal sama dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2009 
besaran Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah disesuaikan dengan kondisi daerah 
masing-masing. Karena itu, jika tahun 2008 kenaikan DAU dapat mencapai 14,34 % 
dan DAK 21,35 %, namun di tahun 2009 kondisi itu justru berbalik menurun. 
Khususnya penerimaan DAU sebesar 1,25% dan DAK juga ikut mengalami 
penurunan sebesar 8,08% dari tahun sebelumnya .  
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Memperhatikan kondisi keuangan Nasioanal yang cendrung sangat pluktuatif 
dan sangat bergantung kepada kondisi, global yang diperkirakan dapat mempengaruhi 
struktur APBN di tahun 2010 Kondisi ini akan menyebabkan kebijakan keuangan 
daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat bergantung kepada pemerintah pusat 
termasuk Kabupaten Kolaka Utara didalamnya akan mengalami kesulitan dalam 
melakukan proyeksi penerimaan daerah. Hal ini, karena terdapat beberapa indikator 
yang memungkinkan untuk peningkatan, akan tetapi sebaliknya terdapat pula 
indikator yang memberi peluang untuk terjadinya penurunan. Indikator-indikator 
yang mungkin menjadi pendukung peningkatan Dana Alokasi Umum antara lain 
adalah; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, PAD yang rendah, Indeks 
Kemahalan Konstruksi yang sedang dikerjakan, disamping kenyataan bahwa 
Kabupaten Kolaka Utara termasuk daerah   tertinggal. Sedangkan indikator yang bias 
menjadi kendala peningkatan DAU antara lain jumlah aparatur Pegawai Negeri Sipil 
yang sedikit serta jumlah penduduk yang relatif sedikit. Dengan berpijak pada realitas 
tersebut, maka pemerintah daerah   bersikap realistis dalam memprediksi penerimaan 
daerah yang bersumber dan Dana Alokasi Umum. 
Disamping Dana Alokasi Umum, penerimaan daerah juga berasal dari Dana 
Alokasi Khusus Sektor-sektor yang diperkirakan akan mendapat Dana Alokasi 
Khusus (DAK) masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang meliputi pertanian, 
perikanan dan kelautan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup dan 
pemerintahan. Sementara itu dengan melihat kecenderungan positif  Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD), maka pada tahun 2011 PAD diprediksikan akan tetap mengalami 
peningkatan seiring dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta 
perbaikan regulasi oleh Pemerintah Daerah demikian halnya dengan dana bagi hasil 
yang diasumsikan tidak akan lebih kecil dari tahun sebelumnya. 
Disamping sumber pendanaan sebagaimana tersebut di atas yang akan 
direalisasikan melalui APBD Tingkat II, maka sumber pembiayaan pembangunan 
juga diharapkan dari dana APBN melalui dana dekonsentrasi  dan tugas pembantuan, 
dana APBD Tingkat I serta dana-dana bantuan luar negeri. Sektor-sektor yang 
diperkirakan mendapat prioritas dana-dana dimaksud adalah pertanian, pemerintahan, 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup. 
Sumber penerimaan daerah yang juga diprediksikan masih akan memungkinkan 
untuk diperoleh adalah melalui dana-dana adhoock, serta dana compensation  
devalopment (comdev) atas beberapa perusahaan tambang yang sedang dan akan 
menanam investasi di daerah ini. Atas dasar itu, maka prediksi penerimaan daerah 
pada tahun 2017 yang akan datang masih diperkirakan sama dengan tahun 
sebelumnya . 
3. Kondisi Topografi 
Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka Utara secara umum terdiri dari 
pelembahan, perbukitan, pegunungan serta laut.Diantara lembah, bukit dan 
pegunungan tersebut terdapat lahan potensial untuk kegiatan pertambangan, 
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pertanian, perkebunan dan perikanan.Sebagai daerah yang merupakan gerbang Utara 
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara memiliki karakteristik wilayah 
yang spesifik.Sehingga dalam upaya percepatan pembangunan daerah diperlukan 
kebijakan strategis yang dapat memacu laju pertumbuhan pembangunan secara 
optimal dan berkelanjutan.Untuk itu, desain perencanaan pembangunan daerah 
diarahkan pada upaya pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam dan 
komoditi unggulan lokal yang memiliki nilai tawar pada pangsa pasar regional 
maupun internasional. Semenjak di mekarkannya kolaka utara  sebagai sebuah 
kabupaten, berbagai kebijakan telah digulitkan, baik melalui APBD maupun APBN, 
namun secara empiris ketersediaan sarana dan prasarana wilayah masih sangat 
terbatas. Salah satu yang sangat minim di Kabupaten Kolaka Utara adalah jalan arteri 
yang menghubungkan Kabupaten Kolaka Utara dengan Ibukota Provinsi atau antara 
Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten lainnya. Satu-satunya jalan untuk dapat 
mengakses Ibukota Provinsi adalah jalan Trans Sulawesi melintasi sepanjang ± 182 
Km, namun kondisi saat ini 20 % rusak berat, 46 % rusak ringan, 26 % tidak mantab 
dan hanya 8 % yang kondisinya baik. 
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peran badan penanaman modal daerah sangat diperlukan baik bagi pemerintah 
daerah maupun investor, bagi pemerintah daerah badan penanaman modal daerah 
memiliki peran untuk mengurusi hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatanpenanaman 
modal di daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan secaraterpadu dan satu 
pintu.Bagi investor peran badan penanaman modal daerahadalah sebagai regulator 
dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatanpenanaman modal di daerah. 
Kabupaten Kolaka Utara sejak terbentuknya sebagai daerah otonom dan 
mendapatkan kesempatan untuk menyusun anggarannya sendiri APBD, maka 
prioritas pembangunan daerah   telah diarahkan pada belanja pembangunan yang 
bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah tanpa mengabaikan belanja aparatur yang berkaitan dengan 
pelayanan publik. Pemerintah daerah menempatkan sektor infrastruktur fisik sebagai 
prioritas utama untuk menunjang perekonomian rakyat  pada sektor pertanian dan 
perikanan serta pertambangan. Hal ini ditandai dengan terbukanya peluang untuk 
berinvestasi pada sektor pertambangan, beberapa tahun belakangan pertambangan di 
Kabupaten  Kolaka Utara mengalami peningkatan. Terkait dengan investasi di bidang 
pertambangan, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah 
dengan mempermudah regulasi penanaman investasi sehingga tidak menyulitkan 
investor, dan meningkatkan promosi potensi tambang yang ada di Kabupaten Kolaka 
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Utara. Selain itu, Pemerintah Daerah   harus terus mengkaji dengan seksama dampak 
ekologi dan sosial yang terjadi jika nantinya ketika proses eksplorasi telah berjalan 
agar pertambangan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah   
tetapi juga menyentuh kesejahteraan rakyat tanpa membawa dampak yang berarti 
terhadap keseimbangan ekologi. Begitu juga pemerintah penting untuk mencermati 
apakah areal pertambangan tidak berada dalam wilayah hutan lindung maupun hutan 
lindung terbatas. 
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Mengenai luas kawasan atau kadar tambang yang teridentifikasi hingga saat ini 
dapat dilihat pada table berikut : 
Tabel 
Potensi Tambang di Kabupaten Kolaka Utara13 
No Bahan Tambang Keterangan 
1 Batu kapur SIPD PT. Antam Tbk, luas ± 227 ha di Desa 
Walasiho. 
2 Marmer Tamborasi (sebagian), Rante Baru, Pohu, Latsitarda, 
Purehu, Batu Putih. 
3 Nikel 27.591,59 ha (14.034,8 ha di Kec. Batu Putih,KK PT. 
VALE INDONESIA seluas 10.372,68 ha di Lasusua 
dan 3.184,11 di Latowu) 
4 Chromit Tanjung sapiri Kec. Batu Putih 
5 Chysoprass Batu ½ permata, Lasusua, Batu Putih 
6 Lempung Hitam Batu Putih, Latowu 
7 Tanah Liat Pembuatan batu merah (batu bata), tersebar 
8 Tanah Urug, Batu 
Gunung 
Tersebar 
9 Batu Bara Pakue, Ngapa 
10 Silika Kec. Ngapa 
11 Pasir Besi Walasiho 
12 Besi Lalombundi, Kec. Pakue 
13 Minyak Bumi Sapoiha, Kec. Ngapa 
Sumber : Buku Kerja, Profil Daerah   Kabupaten Kolaka Utara 
 
 
                                                          
13Bappeda, Buku kerja.Profil Daerah Kabupaten Kolaka Utara 
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A. Model Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kolaka Utara 
1. Modal Asing Dalam Bentuk Model Investasi Langsung. 
Investasi Langsung, berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal 
secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di 
negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Investasi langsung dapat 
mengambil beberapa bentuk, yaitu : 
a) Pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal, 
b) pembentukan suatu perusahaan  dari negara penanam modal memiliki 
mayoritas saham, 
c) Pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata 
dibiayai oleh perusahaan yang terletak dinegara penanam modal, 
d)  mendirikan suatu korporasi di negara lain; atau  
e) Menaruh asset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari 
negara penanam modal.14 
jika dilihat dari manfaat yang dapat diambil oleh negara penerima modal maka 
kehadiran jenis investasi secara langsung lebih menguntungkan bagi negara penerima 
modal, sebab  kehadiran investasi dapat menggerakkan roda perekonomian negara 
tersebut. Selain itu, dengan kehadiran investor asing dapat tidak hanya meningkatkan 
nilai tambah bagi pemerintah tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat. 
                                                          
14Herwin Hawaluddin. Prosvek Investasi Asing Terhadap Pembangunan Daerah Kolaka 
Utara. Skripsi 
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Organisasi multinasional yang paling umum adalah perusahaan-perusahaan 
yang para pemimpinnya bekerja pada suatu pangkalan, tetapi aktivitasnya ada yang 
dilakukan di negara lain.Sejumlah arus modal internasional dapat dilakukan dalam 
bentuk investasi langsung yang dapat diartikan, misalnya suatu negara (kreditor) 
memberikan ataupun membeli beberapa saham obligasi dari negara peminjam 
(debitor), namun sekarang ini ada bentuk lain investasi dari transaksi internasional 
yang lebih memadai, yaitu dengan proporsi total arus modal secara langsung maupun 
tidak langsung oleh perusahaan multinasional melalui pembentukan anak cabang 
perusahaan di negara lain.Untuk pembangunan suatu daerah, khususnya daerah yang 
baru berkembang seperti Kabupaten Kolaka Utara, dibutuhkan berbagai variable, 
diantaranya mengenai investasi. Investasi Asing di Indonesia pada era pembangunan 
saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi 
perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang properti, perumahan, 
transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor bisnis asing 
akan memberikan dampak positif dalam proses mempercepat tinggal landas. Hal ini 
penting karena investasi asing merupakan alat untuk mempercepat pertambahan 
tingkat produksi di negara-negara sedang berkembang dan sumber modal yang 
menjanjikan untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. 
2. Program Kerjama Sama Investasi Asing Secara Langsung 
Pada umumnya sasaran investasi diarahkan pada sektor industri, hal ini 
didorong oleh besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki semua provinsi yang 
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ada di Indonesia.Salah satu provinsi yang menyimpan potensi sumber daya alam yang 
sangat melimpah adalah provinsi Sulawesi Tenggara. Besarnya potensi sumber daya 
alam yang dimiliki oleh provinsi ini mulai dari nikel, marmer, batu kapur, batu bara, 
pasir besi, besi, minyak bumi dan lain sebagainya, membuat banyak perusahaan asing 
yang berdatangan untuk berinvestasi. 
Pembahasan investasi asing tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan 
multinasional. Salah satu perusahaan asing terbesar yang akan melakukan eksplorasi 
di provinsi  Sulawesi Tenggara adalah PT. VALE INDONESIA Tbk. yang 
menanamkan modalnya untuk melakukan eksplorasi Sumber Daya Alam (Nikel) 
tepatnya di Kabupaten Kolaka Utara. Hadirnya perusahaan asing diharapkan mampu 
memberi konstribusi terhadap pertumbuhan pembangunan dan Pertumbuhan 
Ekonomi daerah    Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Kolaka Utara. 
Beberapa tahun terakhir sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara 
mengalami lonjakan yang sangat prosfektif.Jika pada tahun-tahun sebelumnya 
konsentrasi pembangunan pertambangan hanya tertuju pada pengaturan pengelolaan 
jenis tambang golongan C untuk kepentingan jasa konstruksi, maka dua tahun 
belakangan ini telah dirintis upaya-upaya eksplorasi terhadap potensi tambang yang 
ada di Kabupaten Kolaka Utara.Diawali dengan eksplorasi tambang Nikel pada 
daerah   konsesi PT. VALE INDONESI Tbk. Selanjutnya disusul dengan masuknya 
permintaan beberapa investor untuk menanamkan investasi dibidang pertambangan. 
Keadaan ini tidak lepas dari melonjaknya harga Nikel dipasar dunia serta didukung 
oleh informasi yang telah mengglobal akan potensi tambang di Kabupaten Kolaka 
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Utara khususnya tambang nikel. Hal ini ditegaskan dalam Wawancara Penulis 
bersama dengan PEMDA Kolaka Utara dalam hal ini SEKDA Kabupaten Kolaka 
Utara, mengatakan : 
“Potensi tambang yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini harus menjadi 
salah satu modal besar untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Kolaka 
Utara, jaminan pembangunan dengan sumber daya alam yang besar yang 
tentunya tidak dimiliki oleh setiap kabupaten di Indonesia, potensi ini 
hendaknya betul-betul dapat di manfaatkan demi kelancaran pembangunan dan 
kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara”.15 
 
Dalam sub sektor energi, khususnya energi listrik telah mengalami kemajuan 
yang sangat pesat, namun masih sangat jauh dari harapan terpenuhinya kebutuhan 
sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Untuk itu pada tahun anggaran 
2009.Melalui perubahan anggaran telah dianggarkan relokasi atas beberapa sub unit 
pembangkit listrik yang dibarengi dengan pelaksanaan interkoneksi antar unit 
pembangkit di Kabupaten Kolaka Utara. 
Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di 
Kabupaten Kolaka Utara.Hal ini didukung oleh besarnya potensi sumber daya bahan 
galian tambang, yang hingga kini masih terpendam.Meskipun pada tahun 2008 
terdapat beberapa perusahaan yang telah memulai untuk mengeksploitasi tambang, 
namun berarti apa-apa bila dibanding dengan potensi yang tersedia.16 
 
                                                          
15Wawancara, Kepala SEKDA. Kab. Kolaka Utara. Tgl 27 juni 2016 
16Herwin Hawaluddin. Prosvek Investasi Asing Terhadap Pembangunan Daerah Kolaka 
Utara. Skripsi 
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B. Bentuk Perhatian Pemerintah Terhadap Para Investor Asing Terhadap 
Pengembanangan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara. 
1. Regulasi atau Peraturan Daerah yang Mengatur Mekanisme Investasi. 
Dalam proses kerjasama investasi penanaman modal asing di Kabupaten 
Kolaka Utara ini telah melibatkan beberapa pihak yang saling bekerjasama untuk 
mendukung investasi ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah 
satu pihak yang bekerja sama memberikan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan 
investor, seperti : 
a. Pemberian data terkait pembangunan, 
b. Menfasiltasi pembebasan lahan, 
c. Pemebebasan retribusi. 
Hal ini sesuai yang tertera dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal Asing pada pasal 18 (ayat 1 dan 2) dan pasal 26 yang berbunyi: 
1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan 
penanaman modal. 
2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan kepada penanam modal yang: 
a) Melakukan peluasan usaha; atau 
b) Melakukan penanaman modal baru. 
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Undang-undang ini menjadi dasar hukum bahwa pemerintah wajib memberikan 
fasilitas kepada investor yang ingin menanamkan modalnya. Fasilitas dan pelayanan 
yang baik akan memudahkan proses penanaaman modal yang dilakukan oleh investor 
karena hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat investor merasa terjamin 
oleh pemerintah penerima modal sehingga akan tercipta kepercayaan (trust) dari 
investor kepada pemerintah. 
Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya memberikan 
fasilitas dan pelayanan kepada investor yang masuk ke Kabupaten Kolaka 
Utara.sehingga hal tersebut menjadi penilaian tersendiri investor terhadap Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara, berikut hasil wawancara peneliti: 
“kemitraan yang tebangun antara PLN dan Pemda Kolaka Utara yang siap 
membantu pasokan listrik industry, dari segi regulasi kita berikan 
kemudahan, dari segi lahan Pemda membantu kemudahan kepada investor 
untuk mendapatkan lahan, tapi satu hal pemerintah membackup kepentingan 
rakyat.”17 
 
Selain itu, terkait dengan kemudahan pelayanan yang diberikan olehpemerintah 
kepada investor secara khusus pelayanan di bidang perizinan ,hal telah jelas diatur 
dalam Undang-undang no 25 tahun 2007 tentangPenanaman Modal Asing pada pasal 
26 yang berbunyi : 
1. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam 
memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai 
penanaman modal. 
                                                          
17Wawancara, Kepala SEKDA. Kab. Kolaka Utara. Tgl 27 juni 2016 
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2. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang 
berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 
perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang 
berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan. 
3. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) merupakan 
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yangproses pengelolaannya 
mulai dari tahap permohonan sampai ketahapterbitnya dokumen dilayani melalui satu 
pintu dan dilakukan dalam satutempat.Tujuan dari Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu adalah terhadap investor yang masuk ke Kabupaten Kolaka Utara 
dalam rangkamemberikan kemudahan kepada investor untuk melakukan 
aktifitasinvetasinya di Kabupaten Kolaka Utara. 
Dalam hal pengeloaan investasi ini,dibentuk Perusahaan Daerah(Perusda) 
sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah KabupatenKolaka Utara yang 
bakalan berperan aktif dalam operasional investasi. Hal initelah ditaur dalam Undang-
undang nomor 5 tahun 1962 tentang PerusahaanDaerah pada pasal 5 yang berbunyi : 
1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat : memberi 
jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memupuk pendapatan. 
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2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan 
pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional 
umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan 
rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta 
kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan 
makmur. 
3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan 
rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah. 
4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan 
daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan. 
2. Jenis-Jenis Perusahan di Kabupaten Kolaka Utara 
Untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Kolaka Utara melalui investasi 
industry pengolahan, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membentuk 
Kawasan Industri Kolaka Utara sebagai pusat kegiatan industry pengolahan yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti lahan dan lokasi yang strategis, 
fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan 
limbah, dan lain-lain yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan 
industri. 
51 
 
51 
 
Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri Kolaka Utara, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan kerja sama dengan 
beberapa investor untuk mendukung pembangunan kawasan ini. Adapun investor 
yang sudah masuk di Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebagai berikut: 
1. PT. VALE INDONESIA 
2. PT. MASELLE GROUP 
3. PT. RAMA 
4. CV. PUTRA 
5. CV. HIDAYAT 
Semua investor yang dicanangkan untuk mendukung percepatan pembangunan 
Kawasan Industri Kabupaten kolaka Utara. Hal ini senada dengan wawacara bersama 
Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara yang isinya : 
“Untuk menuju kawasan industri Kolaka Utara, kita harus memenuhi beberapa 
persyaratan seperti: ketersediaan listrik,ketersedian air, infrastruktur dan 
pelayanan public, dari segi listrik kita masih sedikit, tapi Alhamdulillah kita 
siap diBackup oleh PLN untuk menunjang ketersediaan listrik industry”.18 
Dalam pengelolaan Kawasan Industri Kolaka Utara ini, pemerintah Kabupaten 
Kolaka Utara melalui Peusahaan Daerah (Perusda) PT. MASALLE GROUP 
melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bentukkonsorsium sebagai 
pengelola Kawasan Industri Kolaka Utara.Perusahaankonsorsium ini terdiri dari 
                                                          
18Wawancara, Kepala BAPPEDA Kab. Kolaka Utara. Tgl 26 juni 2016 
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beberapa perusahaan yang saling bekerjasamamembentuk satu perusahaan baru 
sebagai pengelola kawasan ini. 
Hal iniditegaskan oleh Direktur PT. MASALLE GROUP dalam wawancara 
dengan 
peneliti yang berbunyi: 
“Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia merupakan 
konsorsium dari beberapa perusahaan.Kita memahami tidak mudah memang untuk 
mendatangkan investasi asing, butuh agenda besar dalam menyusun kerjasama 
tersebut.Karena itu, yang perlu kita cermati terkait dengan investasi asing adalah 
manfaatnya bagi masyarakat.Mulai dari pendanaan, peluang untuk mendapatkan 
kesejahteraan dan peluang untuk melakukan pembangunan, hingga penerapan polisi 
perusahaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.”19 
Pemerintah atau pihak terkait harus memastikan bahwa pendanaan dari modal 
asing tersebut digunakan untuk pengembangan usaha di dalam negeri.Perlu dilihat 
juga kewajiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya pajak 
yang dibayarkan.Selain itu, perlu diperhatikan juga untuk Sumber Daya Manusia 
(SDM), apakah memperkerjakan karyawan-karyawan asli Indonesia dan memiliki 
program peningkatan pendidikan buat karyawan.Karena hal-hal inilah yang pada 
akhirnya memberikan multiplayer effect bagi perekonomian masyarakat Indonesia. 
Sinkronitas antara investasi asing dan sumber daya manusia adalah ketika 
keduanya menemui titik kesepakatan bersama, keterbukaan informasi dan kejelasan 
sikap menjadi syarat utama dalam membangun hubungan kerjasama tersebut, yang 
menjadi persoalan kemudian ialah kurangnya informasi mengenai investasi asing ini 
                                                          
19Wawancara, Direktur Perusda. PT. Masalle Group. Tgl 27 juni 2016 
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pada sumber daya manuasia yang kemudian akan mengelolanya. Sumber daya 
manusia  yang  kurang mengetahui mengenai invetasi asing tersebut dan untuk apa 
invetasi itu dijalankan akan menjadi titik kelemahan dari kerjasama tersebut. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Tokoh Masyarakat dari hasil wawancara 
peneliti: 
“Invetasi asing mungkin menjadi hal baru dalam kehidupan kita sehari-hari, 
kemunculannya menjadi sesutu yang harus dipahami dengan sangat seksama 
dulu sehingga masyarakat tidak mengahasilkan kerjasama yang kabur 
informasi dan syarat penipuan”. 
 
Berbagai point kesepakatan antara investor dan pemerintah kadang tidak 
tersampaikan dengan baik sehingga terkadang melahirkan kesalahpahaman diantara 
keduanya, hal inilah yang kemudian memunculkan perdebatan panjang sehingga 
secara tidak langsung menghambat alur investasi dan kerja–kerja rill pembangunan 
suatu daerah, sebagian investasi asing tersebut juga kita gunakan untuk memberikan 
pelayanan yang mudah bagi masyarakat.  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapatditarik 
beberapa kesimpulan : 
1. Model penanaman modal asing di Kabupaten Kolaka Utara adalah penanaman 
modal asing langsung dengan bentuk kerja sama investasi dimana Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara melalui PT. Vale Indonesia bekerjasam dengan PT. 
Masalle Groupdalam pengelolaan Kawasan Industri Pertambangan Kolaka 
Utara.  
2. Kelebihan penanaman modal asing dalam sector pertambangan di Kabupaten 
Kolaka Utara adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kolaka 
Utara, tumbuhnya sektor ekonomi baru di sekitar Kawasan Industri 
Pertambangan Kolaka Utara, adanya dana alokasi untuk mengembangkan 
APBD yang dapat disalurkan untuk sector ekonommilainnya dan model 
kerjasama berupa joint venture yang memberikanandil kepada pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara dalam setiap pengambilankeputusan di kawasan 
Industri Kolaka Utara terutama yang ada hubungannyadengan perekrutan 
tenaga kerja local. Prospek terhadap ketenakerjaan penanaman modal asing 
ini menjanjikan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta peningkatan 
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sector mata pencaharian lain disekitar kawasan industry tanpa menurunkan 
produktifitas sector ekonomi lainnya. 
B. Saran-Saran 
1. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebaiknya mendirikan sekolah 
kejuruanataupun polititeknik untuk mempersiapkan sumber daya 
manusiamasyarakat Kabupaten Kolaka Utara agar mampu terserap dan 
berkompetisidi dalam permintaan pasar tenaga kerja Kawasan Industri Kolaka 
Utara. 
2. Invetasi Asing adalah upaya untuk memajukan daerah   sehingga hal ini perlu 
terus dijaga sehingga tidak malah menjadikan kita keluar dari tujuan dasarnya 
atau bahkan malah menjadi upaya perusakan lahan, masyarakat dan bangsa 
Indonesia. 
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